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Menimbang : a., bahwa dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Peraturan
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Dasrah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang
mengatur Pajak dan Retribusi Daerah, maka kepada para
wajib-pajak dan retribusi daerah yang lalai atau tidak
melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan penagihan de
ngan Surat Paksa; '

bahwa herhubuhg dengan itu, dipandang perlu memberlaku-
kan secara mutatis mutandis Undang-undang Nomor 19 Ta-
hun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor
27 Tahun 195? tentang Penagihan Pajak Negara dengan Eu-
rat Paksa sebagai Undang-undang, terhadap penagihan pan
jak dan retribu31 daerah Propinsi Daerah Tlngkat I Suma
tera Selatan;

bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Pera
turan Daerah Propinel Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang=Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 -
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 =
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun

1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa
sebagai Undang-undang.

Dengan persefujuan Dewan Perwakiléh Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Sumatera Selatan,
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MEMUTUSKADN :

Menetapkan PERATURAN DAERAY PROPINSI DAERAH TINGEAT I SUMATERA SB-
LiTﬁﬁ TENTAITG MEMPERTAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 M-
HUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DIITGAN EURﬁTy -
PAKSA SECARA WUTATIS MUTANDIS TERHADAP PENAGIHAN PA:ﬁK
DA RETRIBUSI DAERAH PROFINSI DAERAH TINGEAT I SUMATERA
SELATAT .

Memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-undang No-
mor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Daru-
rat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara
dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang, terhadap Pena

gihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan penyesuaign se=
bagai berikut : |

a. Menteri Keuengan;

b. Negara;
c. Pajak Negara,

diubah dan.harus dibaca :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

b. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

c. Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan,

Pasal 2

Memberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun =
1959 secara mutatis mutandis terhadap penagihan pajak
dan retribusi daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumate-
ra Selatan, kecuali ketentuan dalam Bab IIT tentang pe
nyanderaan sesual dengan Surat Edaran Mahkamsh Agung-

tanggal 1 Desember 1975 Womor 04 Tahun 1975 tenteng -
sandera ( gijzeling ).

Pasal 5

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -
ini, akan ditetapken oleh Gubernur Kepala Daerah -
sepanjang mengenal pelaksanaannya.

(2) Peraturan........
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat-
annya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-
Sumatera Selatan,-

Palembang, 0 Februrrl 1990,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA SELATAN,

PROPINSI DATI | SUM.SEL.
KETUA,

dto dto

H. ZAINAL ABIDIN NING H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKANW
DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DATAM NEGERT
TANGGATL ,37.65i0ben 1999 . womor 973267060

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN
CTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAFRAH,

Eap,*" Atoe
DRS. MOCH. DLAJAD

DIUNDANGEAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I
SUMATERA SELATAN

WOMOR ...L.....TAHUN .199C..SERIE ..%r....
W ity Ji 0
P@E‘"{Qﬂmll .1i2i ;II?EGIIHI.‘}:IFII‘I '11‘9?. : [ I I A
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,
dto

(H.M.ARUB, SH)
NIP. 440 004 063



PENJELAS AN

PERATURAN DAFRAH PROPINSI DAERAH TINGEKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMCR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DBAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

I, PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan
landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan yang mempunyai tugas untuk itu, dalam -
rangka melakukan penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah

dengan Surat Paksa sebagai upaya intensifikasi dan eksten
sifikasi Pendapatan Daerah.

Penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah dengan Su-
rat Paksa sangat diperlukan sebagai upaya terakhir untuk
memaksa wajib pajak dan retribusi daerah yang l@lai dan
atau tidak melaksanakan kewajibannya,

Adenya Surat Paksa yang diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini, timbul dari pengalaman bahwa kenyataannya masih
dijumpai adanya sementara wajib pajak dan retribusi dae-
rah yang laléi dan ataun tidék memenuhi kewajiban sebagai-
mana layaknya.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak dan Ret-
ribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri =
yang harus selalu diusahakan intensifikasi dan ekstensifi
kasi demi peningkatan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai perwujudan dari
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaima
na diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah maka menjadi kewajiban
Pemerinteh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan un=-
tuk mengatur Rumah Tangganya sendiri dalam usazha pelaksa-
naan pemerintahan yang berdaya~guna dan berhasil-guna ter
masuk urusan-urusan yang telah menjadi urusan Rumah Tang-
ganya yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.
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Undang-undeng Nomor 19 Tahun 1959 telah mengatur ca
ra-cara penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, oleh
karena itu untuk pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribu
si Daerah dengan Surat Paksa di Propinsi Daerah Tingkat-
I Sumatera Selatan cukup memberlakukan secara mutatis mu
tandis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959,

II, PENJELASAN PASAL DEMI EASAL
Pagal 1 ¢ Cukup jelas.
Pagsal 2 : Cukup Jelas,
Pasal 3% Cukup jelas.
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